
 

 BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA  

NOMOR 27 TAHUN 2021 

TENTANG 

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 49 TAHUN 

2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL  
KABUPATEN BANGKA  

TAHUN ANGGARAN 2021  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANGKA, 

Menimbang : a.  bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota, yang menegaskan 

bahwa Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk 
pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 
serta pengawasan dapat dilaksanakan melalui rapat dengar 
pendapat umum;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun 
Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)     
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang   
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6233);  

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 49 TAHUN 2020 
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL KABUPATEN 
BANGKA TAHUN ANGGARAN 2021. 
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Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 84 Tahun 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 86)diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 4 

(1) Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Ketentuan mengenai penggunaan Standar Harga Satuan Regional yang 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam 
Keputusan Bupati Bangka. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

 

Ditetapkan di Sungailiat 

pada tanggal 16 April 2021 

BUPATI BANGKA, 
 
Cap/dto 
 

MULKAN   
Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 16 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 28 
 

 

 

  

 
 

 
 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 

Cap/dto 
 

SRI ELLY SAFITRI, SH 
PEMBINA IV/a 
NIP. 19741008 200501 2 007 

 


